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Uﬂddﬂg - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diundangkan pada 26
November 2008 memang sangat diperlukan dan diharapkan dapat mengatasi masalah pornografi yang
terjadi di Indonesia. Pornografi sebagal perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan
masyarakat Indonesia memang telah berkembang demikian pesatnya dan sangat meresahkan
masyarakat, karena dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain, misal pemerkosaan,
perzinaan, dan lain-lain, Dengan demikian pornografi dapat merusak tata kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara, terutama anak-anak dan remaja Indonesia.

Buku ini memuat pandangan penulis mengenai UU No. 44 Tahun 2008 dalam Negara Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila yang dikaitkan dengan konsep Hazairin mengenai “Negara Tanpa
Penjara”.

Menurut penulis, Negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila memerlukan pandangan
terhadap Pornografi untuk tujuan pendidikan dan kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 14 UU No. 44 Tahun 2008.

Faktor “agama” yang dimuat dalam Bab XI UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29
merupakan kunci utama dalam merumuskan tafsiran dan pandangan pen ulis, selain penulis pun tidak
melepaskan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum”.

Demikian pula, pandangan penulis atas penerapan UU No. 44 Tahun 2008 atas beberapa pasal yang
terkait dengan kasus pornografi, misalnya pandangan atas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tentang
‘membuat” pornografi “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, dan atas
Penjelasan Pasal 6 mengenai “Larangan “memiliki atay menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya
sendiri dan kepentingan sendiri” Juga dimuatkan dalam buku ini,

Buku ini merupakan lanjutan dari buku penulis sebelumnya berjudul “Pornografi dan Pornoaksi
Ditinjau Dari Hukum Islam”, cet. 1, diterbitkan pada tahun 2002, dan pada tahun 2011 ini telah
Edisi Revisi, Cet. 3, pada tahun 2009,
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